PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 25 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN

Menimbang

Mengingat

PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,

maka perlu menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan
terjangkau diantaranya melalui pembebasan retribusi pelayanan
kesehatan tertentu pada Puskesmas dan jaringannya di Lingkungan
Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 25 Tahun 2003;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada

huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota
Tasikmalaya tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya
Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada
Puskesmas dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya
Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya,;

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4080);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota

Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4117);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3489);
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MENKES/PER/II/1988
tentang Rumah Sakit sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir  dengan  Keputusan  Menteri  Kesehatan = Nomor
191/MENKES-KESOS/SK/II/2001;

11.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Apotik;

12.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;

13.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003
tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Menetapkan

dan
WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN

DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN
PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA PADA
DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Perizinan
Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya Pada Dinas Kesehatan Kota
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor
25 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi :
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk dalam golongan Retribusi
Jasa Umum.

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A
yang berbunyi :

Pasal 8A

(1) Setiap warga masyarakat Kota Tasikmalaya yang mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas dan Jaringannya
di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dibebaskan dari
kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi
warga masyarakat Kota Tasikmalaya yang menjadi Peserta
Asuransi Kesehatan (Askes), Peserta Asuransi Kesehatan bagi
Keluarga Miskin (Askeskin) dan Karyawan yang ditanggung oleh
Perusahaan.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf P diubah, sehingga seluruhnya berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis
pelayanan kesehatan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan
ditetapkan sebagai berikut :
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P. Tarif Perizinan dan biaya pengkajian untuk perizinan tertentu
ditetapkan sebagai berikut :

BESARNYA | MASA BERLAKU
NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) 1ZIN
1. | Praktek Dokter Spesialis 500.000 | 5 Tahun
2. | Praktek Dokter Umum / 300.000 | 5 Tahun
Dokter Gigi
3. | Praktek Konsultasi Gizi 200.000 | 5 Tahun
4. | Balai Pengobatan 250.000 | 5 Tahun
5. | Balai Pengobatan Khusus 750.000 | 5 Tahun
6. | Praktek Bidan 250.000 | 5 Tahun
7. | Rumah Bersalin 1.000.000 | 5 Tahun
8. | lzin Operasional Rumah 15.000.000 | 5 Tahun
Sakit Pemerintah Type C
dan D serta Rumah Sakit
Swasta yang setara
9. | Laboratorium pratama 1.500.000 | 5 Tahun
10. | Laboratorium utama 5.000.000 | 5 Tahun
11. | Sinshe Akupuntur 75.000 | 5 Tahun
12. | Pengobatan Tradisional 75.000 | Selama Kegiatan
Usaha Berjalan
13. | Izin Usaha Apotik 2.500.000 | Selama Kegiatan
Usaha Berjalan
14. | 1zin Usaha Toko Obat 500.000 | Selama Kegiatan
Usaha Berjalan
15. | Tukang gigi 100.000 | 5 Tahun
16. | Optik 350.000 | 5 Tahun
17. | Dihapus - -
18. | Dihapus - -
19. | Balai khitan 250.000 | 5 Tahun
20. | Toko Obat tradisional 200.000 | Selama Kegiatan
Usaha Berjalan

4. Ketentuan Pasal 21 diubah dengan menghapus ayat (2) dan ayat (3)

sert

(1)

(2)
3)
(4)

a mengubah ayat (4) sehingga keseluruhannya berbunyi :

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

Dihapus.
Dihapus.

Ketentuan mengenai Syarat dan Tata cara pemberian
pengurangan, keringanan dan  pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.
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Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Juni 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,
Ttd.
H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,
Ttd.
H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 87
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: 8 TAHUN 2008

: 24 JUNI 2008

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR
TANGGAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

WALIKOTA

WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIS DAERAH

O T
JABATAN ' e e \
FUNGSIONAL . |
1
___________________________________________________ m]
STAF AHLI
ASISTEN ASISTEN ASISTEN
PEMERINTAHAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI UMUM
PEMBANGUNAN
BAGIAN o ORBGAAG’\LAS’\/‘*SI HL?éAUGI\IIAG’XN BAGIAN S KESE%ﬁﬁlﬁENRAAN oLy o KEPBE?B?AI\)IA\/’XIAN BAGIAN
HUKUM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN PENGELOLAAN UMUM KEUANGAN
PEMERINTAHAN MASYARAKAT RAKYAT ASET
SUB BAGIAN SUB BAGIAN KSEEMBB’:%’:&N SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN | |
BINA KECAMATAN PENGATURAN | || DOKUMENTASI | | PENGEMBANGAN || PENYUSUNAN — FASILITASI — PERENCANAAN RUMAH TANGGA [ UMUM DAN - ANGGARAN
DAN KELURAHAN DUNIA USAHA PROGRAM AGAMA DAN ANALISA PENGEMBANGAN
DAN PENANAMAN KEBUTUHAN PEGAWAI
MODAL
SUB BAGIAN S -
SUB BAGIAN SUB BAGIAN KETATALAKSANAAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN UB BAGIAN
BINA OTONOMI PENETAPAN — | INFORMASI SUB BAGIAN SUB BAGIAN PENDIDIKAN, SOSIAL, PENYIMPANAN SUB BAGIAN || MUTASI - PERBENDAHARAAN
DAERAH - SUMBER DAYA || PENGENDALIAN | | | KEBUDAYAAN, PEMUDA [— DAN DISTRIBUSI TATA USAHA DAN VERIFIKASI
ALAM DAN PROGRAM DAN OLAHRAGA
PERHUBUNGAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN ANALISA FORMASI SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERTANAHAN, DOKUMENTASI, JABATAN PROTOKOL SUB BAGIAN SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN PENILAIAN ASET SANDI DAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
DAN INFORMASIDAN | | || || PERTANIAN DAN EVALUASI MASYARAKAT, TELEKOMUNIKASI DAN PELATIHAN
KEPENDUDUKAN BANTUAN HUKUM KETAHANAN I PROGRAM - KESEHATAN DAN KB 1— - = B
PANGAN




B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIS
DPRD
BAGIAN BAGIAN BAGIAN LEGISLASI
BAGIAN ,
KeIoFmpok.Jab?tan UMUM KEUANGAN PERSIDANGAN PENGAWASAN DAN
ungsiona DAN RISALAH ANGGARAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
| | TATA USAHA DAN ANGGARAN - PERSIDANGAN - LEGISLASI DAN
KEPEGAWAIAN — PENGAWASAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
—  RUMAH TANGGA PERBENDAHARAAN L RISALAH L | PENYUSUNAN
] ANGGARAN DAERAH

SUB BAGIAN
HUMAS DAN
— PROTOKOL




C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
Kelompok Jabatan I I
Fungsional SUB BAGIAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN,
UMUM DAN KEUANGAN EVALUASI DAN
KEPEGAWAIAN PELAPORAN
| | |
BIDANG
PEBNIBﬁDI\IIISAN PEBNIBﬁDI\IIISAN PENDIDIKAN NON
FORMAL DAN BINA
DASAR MENENGAH PRESTASI
I | ——————
SEKSI SEKSI o SglﬁiAN
KURIKULUM — KURIKULUM — MAGTADIRAN & T
KURSUS
SEKSI
SEKSI SEKSI BINA PRESTASI
TK DAN SD - SMA -
SEKSI
SSE,\‘/TSI I SSE&EI PENDIDIKAN ANAK 1|
USIA DINI

UPT




D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN

PELAPORAN

|
Kelompok.Jabatan SUB BAGIAN
Fungsional UMUM DAN SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG KESEHATAN PENNGENDALIAN
PROMOSI PELAYANAN
KESEHATAN KESEHATAN KELUARGA DAN PENYAKIT &
MASYARAKAT KESEHATAN
LINGKUNGAN
I I L ‘
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBERDAYAAN KESEHATAN DASAR PERBAIKAN GIZI PENANGGULANGAN
MASYARAKAT DAN RUJUKAN MASYARAKAT PENYAKIT
JAshﬁ:?\ls/;N SEKSI SEKSI SEKSI
PELAYANAN KESEHATAN KESEHATAN IBU KESEHATAN
DAN LANSIA
KESEHATAN KHUSUS LINGKUNGAN
MASYARAKAT
SEKSI
SEKSI SEKSI PENGAMATAN DAN
INFORMASI DAN SEKSI KESEHATAN ANAK PENCEGAHAN
KOMUNIKASI KEFARMASIAN DAN REMAJA PENYAKIT
KESEHATAN

UPT




E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KEPALA DINAS

Kelompok Jabatan
Fungsional

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

BIDANG
PENGEMBANGAN
PRASARANA JALAN
DAN JEMBATAN

I

SEKSI
PEMBANGUNAN

SEKSI
PEMELIHARAAN

BIDANG
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR

I

SEKSI
PEMBANGUNAN

SEKSI
OPERASI DAN
PEMELIHARAAN

PERTAMBANGAN

BIDANG

DAN ENERGI

L

PERTAMBANGAN

SEKSI

SEKSI

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN

ENERGI

UPT




F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

UPT

SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN

PELAPORAN

[
Kelompok Jabatan
Fungsional SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
| | [ |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
TATA RUANG PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN
DAN BANGUNAN PERMUKIMAN PEMAKAMAN
I | L _
SEKSI
SEKSI SEKSI
PENGEM BANGAN SEKSI
TATA RUANG PERUMAHAN DAN Ifgé—égénﬁ'\’il — PERTAMANAN [
PERMUKIMAN
SEKSI SEKSI SEKSI
TATA BANGUNAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN 1 SEKSI |
DAN PENYEHATAN PEMBUANGAN PEMAKAMAN
LINGKUNGAN SAMPAH
PERMUKIMAN




G. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
Kel k Jabat ! l
elompo . abatan SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
Fungsional UMUM DAN KEUANGAN PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
BIDANG BIDANG
BIDANG FEls?lﬁ"l\"SSI UMKM DAN PERDAGANGAN DAN
KOPERASI PERLINDUNGAN
PEMBIAYAAN DAN INDUSTRI KONSUMEN
PERMODALAN
. . r r
SEKSI
SEKSI FASILITASI SEKSI SEKSI
ORGANISASIDAN || PEMBIAYAANDAN UMKM DAN _—
MANAJEMEN PERMODALAN INDUSTRI AGRO PERDAGANGAN
INDUSTRI DAN UMKM
SEKSI SEKSI
BINA USAHA Ayt O PERLINDUNGAN
— PEMBIAYAAN DAN — —" —
PERMODALAN INDUSTRI NON KONSUMEN
KOPERASI AGRO
]

UPT




H. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
Kelompok Jabat ' '
elompok Jabatan SUB BAGIAN SUB BAGIAN
Fungsional UMUM DAN SUB BAGIAN PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN KEUANGAN EVALUASI DAN
PELAPORAN

BIDANG BIDANG BIDANG
LALU LINTAS ANGKUTAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
SEKSI SEKS| -
“ééﬁ':ﬁ“gi’\l‘_m’}' || TEKNIK SARANA || PENGEMBANGAN | —
LINTAS ANGKUTAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
SEKSI
SEKSI SEKS)
OPERAGIONAL LALU [ BINAUSAHA — \— PENGENDALIAN [
LINTAS ANGKUTAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

UPT




KEPALA DINAS

I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kelompok Jabatan
Fungsional

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN

SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG
KEPENDUDUKAN PENCATATAN
SIPIL
! |
SEKSI SEKSI
PELAYANAN PELAYANAN
PENDAFTARAN PENCATATAN
PENDUDUK SIPIL
SEKSI
SEKSI
SISTEM INFORMASI PEMBINAAN DAN
KEPENDUDUKAN PENYULUHAN
CATATAN SIPIL
SEKSI
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
KEPENDUDUKAN

UPT




KEPALA DINAS

J. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG
KETENAGAKERJAAN

[

SEKSI
PENGAWASAN DAN
HUBUNGAN
INDUSTRIAL

Kelompok Jabatan
Fungsional
BIDANG
REHABILITASI DAN
PEMBERDAYAAN
SOSIAL
SEKSI
PEMBERDAYAAN
SOSIAL
SEKSI

REHABILITASI DAN
BIMBINGAN SOSIAL

SEKSI
PENEMPATAN
TENAGA KERJA

SEKRETARIAT
I |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN SUB BAGIAN PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN KEUANGAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
I
BIDANG
PENANGGULANGAN

BENCANA DAN
TRANSMIGRASI

L

SEKSI
PENANGGULANGAN
BENCANA

SEKSI
TRANSMIGRASI

SEKSI
PEMBINAAN
PRODUKTIFITAS
TENAGA KERJA

UPT




K. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN

KEPALA DINAS

Kelompok Jabatan
Fungsional

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

BIDANG
PAJAK DAN
RETRIBUSI

SEKSI
PENDAFTARAN,
PENDATAAN DAN
PENETAPAN

SEKSI
PEMBUKUAN DAN
PENAGIHAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN

BIDANG
PENDAPATAN
LAIN-LAIN

I

SEKSI
PERIMBANGAN
PENDAPATAN

SEKSI
PEMBUKUAN DAN
PENAGIHAN

UPT




L. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN

Kelompok Jabatan
Fungsional SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
| | | |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
TANAMAN PANGAN KEHUTANAN DAN PETERNAKAN PERIKANAN
DAN HOLTIKULTURA PERKEBUNAN
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
BINA PRODUKS!  — KEHUTANAN ~ [— BINA PRODUKSI BINA PRODUKSI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
BINA USAHA | PERKEBUNAN | — BINA USAHA BINA USAHA
SEKSI
KESEHATAN
HEWAN DAN
KESEHATAN
MASYARAKAT

UPT

VETERINER




M. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

Kelompok_Jabatan SUB BAGIAN SUB BAGIAN
Fungsional UMUM DAN SUB BAGIAN PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN KEUANGAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
| I I
BIDANG BIDANG PE&'SQANEAN
KEBUDAYAAN PARIWISATA CLAHRAGA
SEKSI SEKSI
PEMBERDAYAAN OBYEK & DAYA SEKSI
DAN KERJASAMA [ | TARIK WISATA 1 KEPEMUDAAN |
KEBUDAYAAN
SEKSI SEKSI SEKSI
BINA KESENIAN [ BINA USAHA — OLAHRAGA —
SARANA WISATA

UPT




N. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

UPT

[ [ ]
Kelompok Jabatan SUB BAGIAN
Fungsional SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM DAN
PROGRAM KEUANGAN KEPEGAWAIAN
[ I [ I
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
FISIK EKONOMI SOSIAL BUDAYA PEMERINTAHAN
MONITORING,
DAN EVALUASI
| |
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG .
PERMUKIMAN DAN DUNIA USAHA PENDIDIKAN DAN PEMERINTAHAN
LINGKUNGAN KEBUDAYAAN
HIDUP
SUB BIDANG SUB BIDANG
SUB BIDANG SUB BIDANG KESEJAHTERAAN MONITORING [
INFRASTRUKTUR PERTANIAN SOSIAL DAN EVALUASI




O. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT
Kel k Jabat I I
elompok Jabatan SUB BAGIAN SUB BAGIAN
Fungsional UMUM DAN SUB BAGIAN PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN KEUANGAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
I | I
BIDANG BIDANG BIDANG
KEWASPADAAN HUBUNGAN ANTAR PENDIDIKAN POLITIK
NASIONAL DAN LEMBAGA DAN WAWASAN
PERLINDUNGAN KEBANGSAAN
MASYARAKAT
I .
SUB BIDANG SUB BIDANG
SUB BIDANG ORGANISASI PARTISIPASI DAN |
KEWASPADAAN — MASYARAKAT PENDIDIKAN
NASIONAL POLITIK
SUB BIDANG PARTAI SUB BIDANG
SUB BIDANG || | POLITIK — WAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KETAHANAN
MASYARAKAT | KEBANGSAAN

UPT




KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

P. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Kelompok Jabatan
Fungsional

BIDANG
PERIJINAN TERTENTU

BAGIAN
TATA USAHA
|
| | l
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN SUB BAGIAN PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN KEUANGAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
| |
BIDANG
PERIJINAN JASA
USAHA
TIM TEKNIS

TIM TEKNIS




INSPEKTUR

Q. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

Kelompok Jabatan
Fungsional

SEKRETARIAT
[ |
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN E@XEUBAAS?'SZN ADMINISTRASI DAN
PERENCANAAN UMUM
PELAPORAN

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH |

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH Il

SEKSI PENGAWAS
PEMERINTAH BIDANG
PEMERINTAHAN

SEKSI PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG |—

PEMERINTAHAN

SEKSI PENGAWAS
PEMERINTAH BIDANG
PEMBANGUNAN

SEKSI PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG |—

PEMBANGUNAN

SEKSI PENGAWAS
PEMERINTAH BIDANG
KEMASYARAKATAN

SEKSI PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG |—

KEMASYARAKATAN

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH Il

.

SEKSI PENGAWAS
PEMERINTAH BIDANG ||
PEMERINTAHAN

SEKSI PENGAWAS
PEMERINTAH BIDANG [
PEMBANGUNAN

SEKSI PENGAWAS
PEMERINTAH BIDANG —
KEMASYARAKATAN




R. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA KANTOR

Kelompok Jabatan
Fungsional SUB BAGIAN
TATA USAHA
| |
SeKs) SEKSI SEKSI
PENGKAJIAN PENGENDALIAN DAN
ANALISIS DAMPAK TEKNOLOGI PELESTARIAN
LINGKUNGAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN




S. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KEPALA KANTOR

Kelompok Jabatan
Fungsional

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN

SEKSI
PENGOLAHAN DAN
AKUISISI

SEKSI
PERPUSTAKAAN




T. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KEPALA KANTOR

Kelompok Jabatan
Fungsional

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
KELUARGA BERENCANA
DAN KESEHATAN
REPRODUKSI

SEKSI
KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

SEKSI
EVALUASI, PENCATATAN
DAN PELAPORAN
KELUARGA




U. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B

DIREKTUR

DEWAN
PENYANTUN

Kelompok Jabatan

WAKIL DIREKTUR UMUM
DAN KEUANGAN

BAGIAN
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN TATA
USAHA

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
RUMAH TANGGA DAN
PERLENGKAPAN

Fungsional
WAKIL DIREKTUR
PELAYANAN
| I
BIDANG BIDANG BIDANG
PELAYANAN PENUNJANG KEPERAWATAN
PELAYANAN
. I L
SEKSI
PELSAE\l((ASI\IlAN SEKSI ASUHAN DAN
MEDIS - PENDIDIKAN DAN PELAYANAN
PENELITIAN KEPERAWATAN
RUJUKAN | SEKSI ] ETIKA DAN MUTU
PENUNJANG PELAYANAN
MEDIS KFPFRAWATAN
INSTALASI KOMITE
| MEDIK

KOMITE
KEPERAWATAN

BAGIAN
PERENCANAAN

SUB BAGIAN
REKAM MEDIS

SUB BAGIAN

PROGRAM DAN
I APORAN

SUB BAGIAN

PERPUSTAKAAN

BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PENYUSUNAN
ANGGARAN

PENYUSUNAN —_—

SUB BAGIAN
PERBENDAHARAAN

HUKUM DAN —

SUB BAGIAN
AKUNTANSI DAN
MOBILISASI DANA

INSTALASI

SPI




V. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

CAMAT
Kelompok Jabatan SEKRETARIAT
Fungsional KECAMATAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN PERENCANAAN
EVALUASI DAN
PFI APORAN
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI EKONOMI
KETENTERAMAN PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN KESE%&?E?AAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN

UMUM




W. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

LURAH
SEKRETARIAT
Kelompok Jabatan KELURAHAN
Fungsional
SEKSI
SEKSI
PEMES;E?}AHAN KETENTERAMAN SEKSI EKONOMI
DAN KETERTIBAN KESEJAHTERAAN PEMBANGUNAN

UMUM RAKYAT

WALIKOTA TASIKMALAYA,

TTd

H. SYARIF HIDAYAT
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